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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komparatif akad wakalah dan akad 

kafalah dalam transaksi muamalah, yang merupakan dua bentuk akad penting dalam 

sistem ekonomi syariah. Akad wakalah melibatkan pelimpahan kuasa dari satu pihak 

kepada pihak lain untuk bertindak atas nama pemberi kuasa, sementara akad kafalah 

berfungsi sebagai jaminan di mana satu pihak menjamin tanggung jawab pihak lain. 

Kedua akad ini sering digunakan dalam berbagai transaksi keuangan dan bisnis 

syariah, tetapi memiliki karakteristik hukum, fungsi, dan implikasi yang berbeda. 

Dengan menggunakan metode studi pustaka, penelitian ini mengidentifikasi persamaan 

dan perbedaan fundamental antara akad wakalah dan kafalah dari perspektif hukum 

Islam serta mengkaji penerapan keduanya dalam transaksi kontemporer. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa meskipun kedua akad ini memiliki landasan syariah 

yang kuat dan tujuan untuk memfasilitasi transaksi yang adil dan transparan, akad 

wakalah lebih menekankan pada perwakilan kuasa, sementara akad kafalah fokus pada 

penjaminan kewajiban. Implikasi praktis dari perbedaan ini terlihat pada tanggung 

jawab hukum yang timbul dalam transaksi muamalah, di mana kegagalan dalam 

wakalah tidak mengalihkan tanggung jawab penuh kepada wakil, sedangkan dalam 

kafalah, penjamin memikul tanggung jawab jika pihak yang dijamin gagal memenuhi 

kewajibannya. 

Kata Kunci: Wakalah, Kafalah, Muamalah, Ekonomi Syariah, Tanggung Jawab Hukum. 
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ABSTRACT 

This research aims to comparatively analyze wakalah contracts and kafalah contracts in 

muamalah transactions, which are two important forms of contracts in the sharia 

economic system. A wakalah contract involves the delegation of power from one party to 

another party to act on behalf of the person giving the power, while a kafalah contract 

functions as a guarantee where one party guarantees the other party's responsibilities. 

These two contracts are often used in various sharia financial and business transactions, 

but have different legal characteristics, functions and implications. Using the literature 

study method, this research identifies the fundamental similarities and differences 

between wakalah and kafalah contracts from an Islamic legal perspective and examines 

the application of both in contemporary transactions. The research results show that 

although both contracts have a strong sharia foundation and aim to facilitate fair and 

transparent transactions, the wakalah contract places more emphasis on representation 

of power of attorney, while the kafalah contract focuses on guaranteeing obligations. The 

practical implications of this difference can be seen in the legal responsibilities that arise 

in muamalah transactions, where failure in wakalah does not transfer full responsibility 

to the representative, whereas in kafalah, the guarantor assumes responsibility if the 

guaranteed party fails to fulfill its obligations. 

Keywords: Wakalah, Kafalah, Muamalah, Sharia Economics, Legal Responsibility.



PENDAHULUAN 

Sistem ekonomi Islam menawarkan beragam bentuk akad (kontrak) yang digunakan 

dalam berbagai transaksi muamalah yang sesuai dengan prinsip syariah. Di antara akad-akad 

yang sering digunakan dalam transaksi ekonomi syariah adalah akad wakalah dan akad kafalah. 

Keduanya merupakan bagian dari instrumen penting yang mendukung perkembangan keuangan 

syariah modern, khususnya dalam konteks transaksi perbankan, pembiayaan, dan asuransi. 

Wakalah merupakan akad perwakilan di mana seseorang memberi kuasa kepada pihak lain 

untuk bertindak atas namanya dalam urusan tertentu, sementara kafalah adalah akad jaminan di 

mana satu pihak menjamin kewajiban pihak lain. Meskipun keduanya memiliki persamaan 

dalam fungsi untuk membantu pihak lain dalam transaksi, namun perbedaan mendasar pada 

aspek tanggung jawab dan fungsi hukum memerlukan kajian lebih lanjut untuk memahami 

implikasi dari penerapan kedua akad tersebut dalam transaksi muamalah kontemporer . 

Akad wakalah adalah pelimpahan kuasa dari satu pihak (muwakkil) kepada pihak lain 

(wakil) untuk bertindak atas nama muwakkil dalam melaksanakan suatu tindakan hukum atau 

transaksi ekonomi tertentu. Praktik akad wakalah banyak diterapkan dalam dunia perbankan 

syariah, misalnya dalam pengelolaan investasi atau jual-beli saham, di mana nasabah 

memberikan wewenang kepada bank untuk mengelola investasinya . Dalam konteks yang lebih 

luas, wakalah memberikan fleksibilitas bagi nasabah atau pelaku ekonomi untuk tetap terlibat 

dalam keputusan bisnis meskipun tidak hadir secara langsung. Hal ini memperlihatkan bahwa 

wakalah adalah akad yang menawarkan efisiensi operasional dalam pelaksanaan transaksi 

ekonomi. 

Sebaliknya, akad kafalah adalah akad penjaminan di mana satu pihak (kafil) memberikan 

jaminan kepada pihak lain bahwa ia akan memenuhi kewajiban pihak ketiga jika pihak tersebut 

gagal melakukannya. Akad kafalah sering diterapkan dalam konteks pembiayaan syariah dan 

perbankan, seperti dalam penjaminan pembayaran utang atau kewajiban lainnya . Kafalah 

memberikan rasa aman dan kepercayaan bagi pihak yang memberikan kredit atau pembiayaan, 

karena terdapat jaminan bahwa kewajiban akan dipenuhi, baik oleh pihak yang dijamin maupun 

oleh penjamin . 

Meskipun baik wakalah maupun kafalah sama-sama memiliki dasar dalam hukum 

syariah, terdapat perbedaan penting dalam aspek tanggung jawab yang ditanggung oleh 

masing-masing pihak yang terlibat. Pada akad wakalah, tanggung jawab hukum tetap berada 



pada pihak muwakkil, kecuali wakil melampaui batas kewenangannya. Sementara dalam akad 

kafalah, jika pihak yang dijamin gagal melaksanakan kewajibannya, maka penjamin (kafil) 

bertanggung jawab penuh untuk menanggung beban kewajiban tersebut . Perbedaan ini 

memiliki implikasi penting terhadap bagaimana kedua akad ini diterapkan dalam transaksi 

keuangan modern. 

Secara historis, penggunaan akad wakalah dan kafalah telah dikenal dalam transaksi 

ekonomi sejak masa awal peradaban Islam. Akad wakalah sering digunakan dalam kegiatan 

perdagangan internasional maupun domestik, di mana pedagang yang tidak dapat melakukan 

transaksi secara langsung memberikan kuasa kepada agen untuk bertindak atas namanya. 

Sementara akad kafalah banyak digunakan dalam konteks kredit atau pinjaman, di mana 

seorang kafil menjamin pembayaran kewajiban pihak ketiga . 

Di Indonesia, baik akad wakalah maupun kafalah telah mendapatkan pengakuan dan 

panduan dari otoritas syariah, termasuk Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia 

(DSN-MUI). Fatwa-fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI memberikan arahan yang jelas tentang 

bagaimana kedua akad ini dapat diterapkan dalam konteks keuangan syariah modern. Dalam 

perbankan syariah, akad wakalah sering digunakan dalam produk investasi, sedangkan kafalah 

banyak diterapkan dalam layanan penjaminan risiko dan asuransi syariah . 

Perkembangan regulasi dan panduan terkait kedua akad ini menunjukkan bahwa baik 

wakalah maupun kafalah memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam mendukung berbagai jenis 

transaksi muamalah. Namun, karena perbedaan dalam tanggung jawab hukum dan ekonomi, 

penting bagi para pelaku ekonomi syariah untuk memahami dengan baik perbedaan antara 

keduanya sebelum memilih akad yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka . Kajian 

komparatif ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai 

perbedaan mendasar antara akad wakalah dan kafalah, baik dari perspektif hukum syariah 

maupun dalam praktik penerapannya dalam transaksi ekonomi modern. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komparatif karakteristik akad wakalah dan 

kafalah serta implikasinya terhadap transaksi muamalah kontemporer. Studi ini juga akan 

meninjau aplikasi kedua akad ini dalam sektor keuangan syariah di Indonesia, khususnya dalam 

konteks perbankan dan asuransi. Dengan memahami persamaan dan perbedaan antara akad 

wakalah dan kafalah, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi 



pengembangan literatur keuangan syariah serta memberikan rekomendasi bagi praktik ekonomi 

syariah di Indonesia . 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode komparatif, 

yang bertujuan untuk membandingkan akad wakalah dan akad kafalah dalam transaksi 

muamalah. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 

diperoleh dari berbagai literatur terkait, seperti buku-buku fiqh, artikel ilmiah, fatwa Dewan 

Syariah Nasional (DSN-MUI), serta regulasi yang mengatur penerapan kedua akad dalam 

keuangan syariah. Data ini dianalisis untuk memberikan pemahaman mendalam terkait 

persamaan dan perbedaan kedua akad dari segi hukum dan praktik. 

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dan dokumentasi. Literatur 

yang dikaji mencakup karya-karya klasik dan modern tentang akad dalam Islam, serta peraturan 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan fatwa DSN-MUI yang relevan. Metode ini dipilih untuk 

mengidentifikasi karakteristik dan fungsi masing-masing akad dalam konteks ekonomi syariah 

modern, terutama di perbankan syariah Indonesia. 

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode deskriptif komparatif, dengan 

mendeskripsikan kedua akad secara rinci, kemudian membandingkannya berdasarkan aspek-

aspek hukum, fungsi, dan penerapannya dalam transaksi keuangan. Kesimpulan yang 

dihasilkan diharapkan memberikan kontribusi pada pemahaman konsep akad-akad tersebut dan 

penggunaannya dalam sistem keuangan syariah. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

DESKRIPSI AKAD WAKALAH 

Akad wakalah merupakan suatu perjanjian di mana seorang pihak, yang disebut 

muwakkil, memberikan kuasa atau mandat kepada pihak lain, yang disebut wakil, untuk 

bertindak atas namanya dalam melakukan transaksi tertentu. Akad ini diakui secara luas dalam 

hukum Islam dan memiliki aplikasi yang sangat relevan dalam berbagai sektor, terutama di 

bidang keuangan dan bisnis. Dalam konteks ini, wakalah mencerminkan hubungan saling 

percaya antara muwakkil dan wakil, di mana wakil bertanggung jawab untuk bertindak sesuai 

dengan arahan dan batasan yang telah ditentukan oleh muwakkil . 



Salah satu karakteristik utama dari akad wakalah adalah sifat delegatif yang dimilikinya. 

Dalam akad ini, muwakkil memberikan otoritas kepada wakil untuk melakukan tindakan 

tertentu, seperti menjual barang, menginvestasikan dana, atau mengelola aset. Namun, penting 

untuk dicatat bahwa wakil tidak memiliki hak untuk bertindak di luar batasan yang telah 

ditetapkan oleh muwakkil. Jika wakil melanggar ketentuan ini, tindakan yang diambilnya bisa 

dianggap tidak sah dan muwakkil berhak untuk membatalkan transaksi tersebut. Hal ini 

menunjukkan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan akad wakalah . 

Dalam praktik perbankan syariah, akad wakalah sering digunakan dalam konteks 

investasi. Misalnya, ketika seorang nasabah menyetor dana ke bank syariah, nasabah tersebut 

dapat memberikan kuasa kepada bank untuk mengelola dananya dengan cara yang sesuai 

dengan prinsip syariah. Bank bertindak sebagai wakil dan bertanggung jawab untuk 

menginvestasikan dana tersebut dalam proyek atau instrumen keuangan yang halal. Ini tidak 

hanya memberikan keuntungan bagi bank, tetapi juga memberikan kesempatan kepada nasabah 

untuk mendapatkan imbal hasil dari investasi yang dikelola secara profesional . 

Aspek transparansi juga menjadi salah satu keunggulan utama dari akad wakalah. 

Semua tindakan yang dilakukan oleh wakil harus dilaporkan secara terbuka kepada muwakkil, 

sehingga muwakkil dapat memantau perkembangan dan hasil dari transaksi yang dilakukannya. 

Dalam konteks ini, muwakkil memiliki hak untuk mengetahui rincian dan status investasi, serta 

setiap keputusan yang diambil oleh wakil yang mempengaruhi dana yang dipercayakan 

kepadanya . Dengan demikian, hubungan antara muwakkil dan wakil tidak hanya bersifat 

formal, tetapi juga menciptakan mekanisme pengawasan yang sehat. 

Dari perspektif hukum Islam, akad wakalah harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar 

dianggap sah. Misalnya, muwakkil dan wakil harus memiliki kapasitas hukum yang cukup 

untuk melakukan transaksi, dan objek transaksi harus jelas dan halal. Selain itu, akad ini harus 

dilakukan dengan kerelaan dari kedua belah pihak tanpa adanya unsur paksaan . Dalam konteks 

ini, kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah menjadi sangat penting untuk memastikan 

bahwa akad wakalah tidak melanggar ketentuan Islam. 

Secara keseluruhan, akad wakalah menawarkan berbagai manfaat baik bagi muwakkil 

maupun wakil. Muwakkil dapat memperoleh keuntungan dari keahlian wakil dalam mengelola 

dana atau melakukan transaksi, sementara wakil dapat mendapatkan imbalan dari jasa yang 

diberikan. Ini menciptakan hubungan simbiotik yang saling menguntungkan dalam konteks 



muamalah, dan menegaskan pentingnya kepercayaan dan tanggung jawab dalam setiap 

transaksi . 

Deskripsi Akad Kafalah 

Akad kafalah adalah sebuah perjanjian dalam hukum Islam yang berfungsi sebagai 

jaminan atau penjaminan atas kewajiban seseorang terhadap pihak ketiga. Dalam akad ini, 

seorang penjamin (kafil) memberikan jaminan kepada pihak ketiga (maqful ‘anhu) bahwa ia 

akan memenuhi kewajiban yang ditanggung oleh pihak yang berutang (maqful ‘alayh) jika 

pihak tersebut gagal atau tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya. Dengan kata lain, 

kafalah bertujuan untuk melindungi kepentingan pihak ketiga dengan memberikan rasa aman 

bahwa kewajiban yang ada akan dipenuhi, meskipun pihak yang berutang mengalami kesulitan  

Kafalah sering kali digunakan dalam berbagai konteks, seperti dalam transaksi keuangan, 

kontrak bisnis, dan pinjaman. Dalam dunia perbankan syariah, akad kafalah menjadi salah satu 

instrumen penting untuk memberikan perlindungan bagi lembaga keuangan. Misalnya, jika 

seseorang mengajukan pinjaman untuk modal usaha, lembaga keuangan dapat meminta 

jaminan dari pihak ketiga melalui akad kafalah. Pihak ketiga tersebut akan bertindak sebagai 

penjamin dan berkomitmen untuk membayar utang jika debitur tidak dapat memenuhi 

kewajibannya. Hal ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat, 

tetapi juga mengurangi risiko kerugian bagi lembaga keuangan . 

Dalam praktiknya, akad kafalah harus memenuhi sejumlah syarat agar dianggap sah 

menurut hukum Islam. Pertama, semua pihak yang terlibat harus memiliki kapasitas hukum 

untuk melakukan akad. Kafil harus mampu memberikan jaminan, dan maqful ‘alayh harus 

memiliki kewajiban yang jelas. Selain itu, objek jaminan harus halal dan sesuai dengan syariah. 

Hal ini penting untuk memastikan bahwa akad kafalah tidak melanggar prinsip-prinsip Islam 

dan tidak melibatkan unsur riba atau penipuan . 

Salah satu karakteristik unik dari kafalah adalah sifatnya yang komitmen penuh. Kafil 

bertanggung jawab sepenuhnya untuk memenuhi kewajiban yang tidak dipenuhi oleh maqful 

‘alayh. Ini berarti bahwa kafil tidak hanya bertindak sebagai penjamin, tetapi juga bertanggung 

jawab untuk menyelesaikan masalah yang mungkin timbul jika debitur gagal membayar. Dalam 

hal ini, kafil memiliki hak untuk menuntut kembali pihak yang berutang setelah ia memenuhi 

kewajibannya, sehingga kafalah menciptakan siklus tanggung jawab yang jelas . 



Kafalah juga dapat dilakukan dalam bentuk kafalah bil ujrah, di mana kafil 

mendapatkan imbalan atau biaya atas jaminan yang diberikan. Dalam konteks ini, akad kafalah 

tidak hanya berfungsi sebagai jaminan, tetapi juga sebagai sumber pendapatan bagi kafil. 

Namun, imbalan yang diterima oleh kafil harus adil dan proporsional dengan risiko yang 

diambil. Dalam hal ini, penting untuk memastikan bahwa akuntabilitas dan transparansi tetap 

terjaga dalam hubungan antara semua pihak yang terlibat . 

Dari perspektif etika, akad kafalah juga mencerminkan prinsip tolong-menolong dalam 

Islam. Dalam masyarakat yang berbasis pada hubungan sosial dan kepercayaan, kafalah 

berperan penting dalam menciptakan ikatan antar individu. Dengan saling menjamin, individu 

tidak hanya mendukung satu sama lain secara finansial, tetapi juga membangun kepercayaan 

dan solidaritas dalam komunitas. Hal ini menciptakan lingkungan di mana individu merasa 

aman dan didukung, yang pada gilirannya dapat meningkatkan partisipasi dalam ekonomi dan 

kegiatan sosial . 

Secara keseluruhan, akad kafalah merupakan instrumen yang sangat penting dalam 

transaksi muamalah, yang memberikan jaminan dan perlindungan bagi semua pihak yang 

terlibat. Dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah, kafalah tidak hanya memberikan rasa aman 

bagi pihak ketiga, tetapi juga menciptakan hubungan saling percaya dan tanggung jawab antara 

muakil, kafil, dan maqful ‘alayh. Ini menunjukkan betapa pentingnya peran kafalah dalam 

memfasilitasi transaksi yang adil dan transparan dalam konteks ekonomi syariah . 

Perbandingan Karakteristik Akad Wakalah dan Akad Kafalah 

Akad wakalah dan kafalah merupakan dua jenis perjanjian dalam hukum muamalah 

Islam yang memiliki karakteristik dan fungsi yang berbeda meskipun keduanya beroperasi 

dalam kerangka saling percaya dan tanggung jawab. Perbandingan karakteristik kedua akad ini 

dapat dilihat dari beberapa aspek utama, seperti tujuan, pihak-pihak yang terlibat, dan 

mekanisme pelaksanaan. 

Tujuan Akad 

Akad wakalah bertujuan untuk memberikan kuasa kepada wakil untuk bertindak atas 

nama muwakkil dalam melakukan transaksi tertentu. Dalam hal ini, muwakkil memberikan 

otoritas kepada wakil untuk melaksanakan tugas yang telah ditentukan, baik dalam konteks 

finansial maupun non-finansial. Di sisi lain, akad kafalah berfungsi sebagai jaminan atas 

kewajiban yang ditanggung oleh pihak ketiga. Kafil memberikan jaminan kepada pihak ketiga 



bahwa ia akan memenuhi kewajiban maqful ‘alayh jika pihak tersebut gagal. Dengan kata lain, 

wakalah lebih fokus pada delegasi wewenang, sedangkan kafalah lebih menekankan pada 

penjaminan kewajiban. 

Pihak-Pihak yang Terlibat 

Dalam akad wakalah, terdapat tiga pihak yang terlibat: muwakkil (pemberi kuasa), wakil 

(yang diberi kuasa), dan pihak ketiga yang mungkin terlibat dalam transaksi. Di sisi lain, akad 

kafalah melibatkan kafil (penjamin), maqful ‘alayh (yang berutang), dan maqful ‘anhu (pihak 

ketiga yang dilindungi). Keterlibatan pihak ketiga dalam wakalah sering kali bersifat tidak 

langsung, sedangkan dalam kafalah, pihak ketiga adalah langsung terpengaruh oleh kewajiban 

yang dijamin. 

Mekanisme Pelaksanaan 

Mekanisme pelaksanaan akad wakalah bergantung pada kejelasan dan ketentuan yang 

telah disepakati oleh muwakkil dan wakil. Wakil bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas 

sesuai dengan instruksi muwakkil dan melaporkan hasilnya. Sebaliknya, dalam kafalah, kafil 

bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban jika maqful ‘alayh gagal. Kafalah menciptakan 

hubungan hukum di mana kafil berhak untuk menuntut kembali pihak yang berutang setelah 

memenuhi kewajibannya, menciptakan siklus tanggung jawab yang jelas. 

Akuntabilitas dan Tanggung Jawab 

Akad wakalah menuntut adanya akuntabilitas dari wakil kepada muwakkil, di mana wakil 

harus melaporkan segala tindakan yang diambil selama menjalankan tugas. Di sisi lain, dalam 

akad kafalah, kafil bertanggung jawab secara penuh terhadap kewajiban yang dijamin, sehingga 

ia harus siap untuk membayar jika maqful ‘alayh gagal memenuhi kewajibannya. Akad kafalah 

menempatkan kafil dalam posisi yang lebih berisiko dibandingkan dengan wakil dalam akad 

wakalah, yang lebih berorientasi pada kerjasama. 

Imbalan dan Biaya 

Akad wakalah sering kali melibatkan imbalan atau biaya bagi wakil atas jasa yang 

diberikan. Dalam konteks ini, imbalan yang diterima harus proporsional dengan tanggung 

jawab yang diemban oleh wakil. Sebaliknya, dalam kafalah, meskipun kafil dapat memperoleh 

biaya atas jaminan yang diberikan (kafalah bil ujrah), imbalan ini bersifat opsional dan tidak 

selalu terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa dalam wakalah, hubungan komersial lebih dominan, 

sedangkan dalam kafalah, hubungan sosial dan kepercayaan lebih diutamakan. 



Risiko dan Manfaat 

Dalam akad wakalah, risiko lebih ditanggung oleh muwakkil, sedangkan wakil hanya 

bertindak sesuai dengan batasan yang diberikan. Dalam hal ini, muwakkil memiliki potensi 

keuntungan yang lebih besar, tetapi juga harus siap menanggung kerugian jika transaksi tidak 

berhasil. Sebaliknya, dalam kafalah, risiko utama berada pada kafil yang harus siap untuk 

memenuhi kewajiban jika maqful ‘alayh gagal. Namun, kafil juga dapat memperoleh manfaat 

dari imbalan yang diterima, tergantung pada kesepakatan yang telah dibuat. 

Dari analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun akad wakalah dan kafalah 

memiliki kesamaan dalam hal adanya kerjasama dan kepercayaan, keduanya memiliki 

karakteristik yang berbeda dalam hal tujuan, pihak-pihak yang terlibat, mekanisme 

pelaksanaan, akuntabilitas, imbalan, serta risiko dan manfaat. Pemahaman yang mendalam 

tentang karakteristik ini penting dalam penerapan akad-akad tersebut dalam praktik muamalah 

sehari-hari, sehingga dapat meminimalkan risiko dan meningkatkan keberhasilan transaksi. 

Aspek Hukum Akad Wakalah dan Kafalah 

Akad wakalah dan kafalah dalam hukum Islam memiliki aspek hukum yang berbeda 

namun saling melengkapi dalam pelaksanaan transaksi muamalah. Keduanya diatur dalam 

kerangka prinsip syariah yang menekankan keadilan, transparansi, dan saling percaya antara 

pihak-pihak yang terlibat. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai aspek hukum dari 

masing-masing akad. 

Aspek Hukum Akad Wakalah 

Akad wakalah diatur dalam fiqh muamalah dan diakui sebagai salah satu bentuk 

perwakilan dalam transaksi. Dalam konteks hukum Islam, wakalah harus memenuhi beberapa 

syarat agar dianggap sah, yaitu: 

 Keberadaan Pihak yang Berkompeten: Muwakkil (pemberi kuasa) dan wakil (yang 

diberi kuasa) harus memiliki kapasitas hukum untuk melakukan transaksi. Muwakkil 

harus berhak untuk memberikan kuasa dan wakil harus mampu melaksanakan tugas yang 

diberikan (Nashir, 2018). 

 Objek yang Jelas: Tugas dan kewenangan yang diberikan kepada wakil harus jelas dan 

terdefinisi dengan baik. Hal ini penting untuk menghindari kesalahpahaman di kemudian 

hari. Misalnya, muwakkil harus menginformasikan jenis transaksi yang diinginkan dan 

batasan kuasa yang diberikan (Al-Qardawi, 2002). 



 Adanya Kesepakatan: Akad wakalah memerlukan adanya kesepakatan antara muwakkil 

dan wakil, baik secara lisan maupun tertulis. Kesepakatan ini harus didokumentasikan 

untuk menjamin hak dan kewajiban masing-masing pihak (Rahman, 2019). 

Dari perspektif hukum, wakalah memberikan ruang bagi pemindahan tanggung jawab 

dari muwakkil kepada wakil, yang diharapkan dapat bertindak untuk kepentingan muwakkil. 

Oleh karena itu, jika wakil bertindak di luar kuasa yang diberikan, maka tindakan tersebut 

dapat dianggap tidak sah dan muwakkil tidak bertanggung jawab atas hasil yang timbul dari 

tindakan tersebut (Sukanto, 2020). 

Aspek Hukum Akad Kafalah 

Akad kafalah juga memiliki syarat-syarat tertentu agar sah menurut syariah. Aspek 

hukum kafalah meliputi: 

 Kewajiban yang Jelas: Dalam akad kafalah, kewajiban maqful ‘alayh (yang berutang) 

harus jelas dan spesifik. Kafil (penjamin) bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban 

tersebut jika debitur gagal, sehingga ketentuan kewajiban harus terperinci dalam 

perjanjian (Ibn Abbas, 1998). 

 Kepastian Hukum: Akad kafalah menuntut adanya kepastian hukum dalam hal yang 

dijaminkan. Kafil harus mengetahui dengan jelas kewajiban yang akan ditanggungnya 

dan syarat-syarat yang berlaku, agar tidak terjadi sengketa di masa depan (Al-Munawwar, 

2015). 

 Adanya Persetujuan: Semua pihak yang terlibat dalam kafalah harus memberikan 

persetujuan. Akad ini tidak boleh dilakukan secara paksa dan harus berdasarkan 

kehendak bebas dari semua pihak (Rahman, 2020). 

Salah satu aspek penting dalam hukum kafalah adalah bahwa kafil memiliki hak untuk 

menuntut kembali pihak yang berutang setelah ia memenuhi kewajiban yang dijamin. Hal ini 

menunjukkan bahwa kafalah menciptakan hubungan timbal balik yang menguntungkan antara 

kafil dan maqful ‘alayh, di mana kafil tidak hanya bertindak sebagai penjamin, tetapi juga 

memiliki hak hukum untuk mendapatkan kembali dana yang dikeluarkan (Ali, 2013). 

Persamaan dan Perbedaan Aspek Hukum 

Dari aspek hukum, baik akad wakalah maupun kafalah memiliki persamaan dalam hal 

pentingnya kejelasan, kesepakatan, dan tanggung jawab. Namun, keduanya berbeda dalam 

konteks tujuan dan mekanisme. Wakalah berfokus pada pemberian kuasa untuk melaksanakan 



suatu tugas, sementara kafalah berfungsi sebagai jaminan atas kewajiban yang harus dipenuhi. 

Ini berarti bahwa dalam wakalah, risiko lebih ditanggung oleh muwakkil, sedangkan dalam 

kafalah, risiko utama berada pada kafil (Sukanto, 2019). 

Keduanya memiliki tempat yang penting dalam transaksi muamalah di masyarakat, dan 

pemahaman yang baik tentang aspek hukum dari masing-masing akad akan membantu dalam 

penerapannya yang sesuai dengan prinsip syariah. 

Praktik dalam Sistem Keuangan Syariah 

Sistem keuangan syariah adalah suatu sistem yang mengatur kegiatan ekonomi dan 

finansial berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Praktik dalam sistem keuangan syariah 

tidak hanya terfokus pada aspek teknis transaksi, tetapi juga mencakup nilai-nilai moral dan 

etika yang diharapkan dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat. Beberapa praktik utama 

dalam sistem keuangan syariah meliputi akad-akad yang diperbolehkan, pengelolaan risiko, dan 

implementasi regulasi syariah. 

 Akad dalam Keuangan Syariah 

Akad atau perjanjian merupakan fondasi dalam setiap transaksi keuangan syariah. 

Beberapa jenis akad yang sering digunakan dalam praktik keuangan syariah antara lain: 

 Akad Murabaha: Akad ini merupakan transaksi jual beli di mana penjual 

mencantumkan harga pokok dan keuntungan yang diinginkan. Dalam akad ini, lembaga 

keuangan syariah membeli barang terlebih dahulu sebelum menjualnya kepada nasabah 

dengan harga yang disepakati, termasuk margin keuntungan. Murabaha banyak 

digunakan dalam pembiayaan barang, seperti kendaraan atau rumah (Ali, 2013). 

 Akad Ijarah: Merupakan akad sewa menyewa, di mana penyewa membayar sewa atas 

penggunaan barang tanpa harus membeli barang tersebut. Dalam akad ini, pihak yang 

menyewakan memiliki hak atas barang sewaan dan bertanggung jawab atas 

pemeliharaannya. Ijarah sering digunakan dalam pembiayaan aset tetap, seperti mesin 

atau properti (Mardani, 2017). 

 Akad Musyarakah: Akad kemitraan di mana dua pihak atau lebih berkontribusi dalam 

modal untuk suatu usaha. Keuntungan dan kerugian dibagi sesuai kesepakatan yang telah 

ditentukan sebelumnya. Musyarakah mendorong partisipasi aktif dan berbagi risiko di 

antara semua pihak yang terlibat (Abdul Rahman, 2018). 



 Akad Mudharabah: Sebuah bentuk kerjasama di mana satu pihak menyediakan modal, 

sementara pihak lainnya menjalankan usaha. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, 

tetapi kerugian ditanggung oleh pemodal jika tidak ada unsur kelalaian dari pihak 

pengelola. Praktik mudharabah banyak dijumpai dalam investasi dan pembiayaan usaha 

kecil (Khan, 2019). 

Pengelolaan Risiko 

Dalam sistem keuangan syariah, pengelolaan risiko menjadi aspek penting untuk menjaga 

keberlanjutan dan stabilitas lembaga keuangan. Beberapa pendekatan dalam pengelolaan risiko 

meliputi: 

 Diversifikasi Portofolio: Lembaga keuangan syariah diharapkan untuk mendiversifikasi 

portofolio investasinya agar tidak bergantung pada satu jenis usaha atau sektor. Hal ini 

membantu mengurangi risiko kerugian akibat fluktuasi pasar (Zahrah, 2020). 

 Prinsip Kehati-hatian: Setiap transaksi harus dilakukan dengan pertimbangan matang 

untuk memastikan bahwa tidak ada unsur gharar (ketidakpastian) atau riba (bunga). Ini 

untuk melindungi nasabah dan lembaga keuangan dari potensi kerugian yang tidak 

terduga (Masykur, 2018). 

 Manajemen Risiko: Lembaga keuangan syariah harus memiliki kebijakan dan prosedur 

yang jelas untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengendalikan risiko. Hal ini 

mencakup penggunaan model risiko yang sesuai dengan prinsip syariah untuk melakukan 

analisis risiko (Ismail, 2019). 

Implementasi Regulasi Syariah 

Penerapan regulasi syariah menjadi kunci dalam memastikan praktik keuangan syariah 

berjalan sesuai dengan prinsip Islam. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam 

implementasi regulasi syariah adalah: 

 Dewan Pengawas Syariah: Setiap lembaga keuangan syariah wajib memiliki Dewan 

Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas untuk mengawasi dan menilai kepatuhan 

terhadap prinsip-prinsip syariah. DPS berperan dalam memberikan fatwa terkait produk 

dan layanan yang ditawarkan (Nashir, 2018). 

 Standarisasi Produk: Lembaga keuangan syariah harus mengembangkan produk dan 

layanan yang sesuai dengan standar syariah yang telah ditetapkan oleh otoritas yang 



berwenang. Ini untuk memastikan bahwa produk yang ditawarkan tidak mengandung 

unsur yang dilarang oleh syariah (Rahman, 2020). 

 Transparansi dan Akuntabilitas: Lembaga keuangan syariah harus menjamin 

transparansi dalam setiap transaksi, termasuk biaya dan keuntungan yang diterima. Hal 

ini penting untuk membangun kepercayaan di antara nasabah dan menjaga integritas 

lembaga keuangan (Sukanto, 2019). 

Tantangan dalam Praktik Keuangan Syariah 

Meskipun sistem keuangan syariah menawarkan banyak keunggulan, terdapat beberapa 

tantangan yang dihadapi dalam praktiknya, seperti: 

 Kurangnya Pemahaman: Masih banyak masyarakat yang belum memahami konsep dan 

produk keuangan syariah, sehingga mereka enggan untuk bertransaksi (Ali, 2013). 

 Persaingan dengan Keuangan Konvensional: Lembaga keuangan syariah seringkali 

harus bersaing dengan lembaga keuangan konvensional yang menawarkan produk 

dengan imbal hasil lebih tinggi (Masykur, 2018). 

 Regulasi yang Berubah: Perubahan regulasi yang cepat dapat mempengaruhi 

operasional lembaga keuangan syariah dan memerlukan adaptasi yang cepat untuk tetap 

sesuai dengan prinsip syariah (Zahrah, 2020). 

Praktik dalam sistem keuangan syariah mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan 

transparansi yang diharapkan dapat menguntungkan semua pihak. Dengan pemahaman yang 

baik tentang akad, pengelolaan risiko, dan implementasi regulasi syariah, diharapkan sistem 

keuangan syariah dapat berkontribusi pada kesejahteraan ekonomi masyarakat secara 

keseluruhan. 

Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian komparatif antara akad wakalah dan akad kafalah dalam transaksi 

muamalah, dapat disimpulkan bahwa kedua akad ini memiliki peran penting dalam sistem 

keuangan syariah. Akad wakalah merupakan akad perwakilan di mana pihak yang diwakilkan 

(wakil) melaksanakan tugas tertentu atas nama pihak lain (muwakkil) dengan tujuan untuk 

mempermudah berbagai transaksi keuangan, seperti pembiayaan, investasi, dan pengelolaan 

aset. Sementara itu, akad kafalah adalah akad penjaminan yang melibatkan pihak ketiga untuk 

menjamin bahwa suatu kewajiban dalam transaksi akan terpenuhi. Kafalah banyak digunakan 

dalam produk keuangan syariah seperti jaminan pembiayaan dan garansi. 



Perbedaan utama antara akad wakalah dan kafalah terletak pada tanggung jawab dan 

risiko yang terlibat. Wakalah memberikan wewenang kepada wakil untuk bertindak atas nama 

pihak yang diwakilkan, namun tidak menanggung risiko. Di sisi lain, kafalah melibatkan pihak 

penjamin yang bertanggung jawab atas kewajiban pihak yang dijamin jika ia gagal memenuhi 

kewajibannya. Hal ini menempatkan kafalah sebagai instrumen mitigasi risiko yang penting 

dalam transaksi syariah. 

Dari aspek hukum, kedua akad ini memiliki landasan syariah yang kuat dalam Al-Qur'an, 

hadis, dan ijtihad ulama, serta telah diatur oleh Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI). Ini 

memastikan bahwa penerapannya dalam sistem keuangan syariah tetap sesuai dengan prinsip-

prinsip syariah, seperti larangan riba, gharar, dan maisir. 

Dalam praktiknya, baik akad wakalah maupun kafalah banyak digunakan oleh lembaga 

keuangan syariah, seperti perbankan, asuransi, dan pasar modal syariah, untuk memberikan 

kemudahan, jaminan, dan keamanan bagi nasabah dan pelaku usaha. Akad-akad ini 

memberikan fleksibilitas yang diperlukan dalam transaksi keuangan modern sambil menjaga 

kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah. 

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa akad wakalah dan kafalah saling 

melengkapi dalam memenuhi kebutuhan transaksi keuangan syariah yang semakin kompleks. 

Wakalah menawarkan fleksibilitas dalam pelaksanaan tugas-tugas perwakilan, sementara 

kafalah memberikan jaminan perlindungan terhadap risiko yang mungkin timbul. Dengan 

demikian, kedua akad ini memiliki kontribusi signifikan dalam mengembangkan ekosistem 

keuangan syariah yang berkelanjutan dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. 
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